
2. Undang-Undang ... 

c. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dalam Urusan 
Pemerintahan. Pembangunan, Kemasyarakatan Dan 
Pelayanan Publik Di Kabupaten Sintang; 

I. Undang-undang Nomor 27 NTahun 
319~,9htenta;i9g5P3c~:tatanpan U dang-Undang Oarurat omor ,a un n g 

p n be tukan oaerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Nern n Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
u~~g-Undang (Lembaran Negara Ta~un 1959 ~omor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

Mengingat 

b, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf 
a, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi Sekretaris Daerah dan memudahkan dalam 
rnelakukan koordinasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang maka perlu 
dibantu oleh Asisten melalui Pembidangan Koordinasi 
Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Kepala 
dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat 
dan camat di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala 
Daerah melalui sekretaris Daerah, maka fungsi sekretaris 
Daerah dalam pert.anggungjawaban tersebut adalah fungsi 
pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran 
administrasi aras pertanggungjawaban yang disampaikan 
oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRO, 
inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat 
kepada kepala Daerah; 

Menimbang 

BUPATI SINTANG, 

-! 
BUPATI SINTANG 

PROVINS! KALIMAN'J'AN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANO 

NOMOR 35 1'AHUN 2017 

TENTANG 

PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SJNTANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN 

KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG • 

· · Otl!H ~2 

 



5. Sekretarie ... 

DaJam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Dacrah Kabupaten Sintang. 
2 Bupati adalah Bupati Sintang. 3. p . h O rah adalah Penyelenggara Uru981\ Pemerintahan oleh 

· cme1;nta an ae den Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah menurut Asas 
:;i,menntah Daerahs Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya 
d tonomi ~an Tug; n prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

alam . s1stemd. aka d dalam Undang-Undang Dasar Negara RcpubLik 
1e!Mlga1mana un su 
lndoneaia Tahon 1945. ~-•-'- Wakil Bupati Sintang. 

4. W aldl Kepala Oaerah a°"""• 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SINTANO TENTANO PEMBIDANOAN 
KOORDINASI TUOAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SINTANO DALAM URUSAN PEMERINTAHAN, 
PEMBANOUNAN, KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN PUBLIK 
DI KABUPATEN SINTANO 

Menctapkan : 

5. 

4. 

3. 

~ndang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Atur Sipil 
egara !Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lcmbaran 
N~gara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5679); 

Peratumn Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang 
Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5887): 

Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 
tcntong Pcmbentukan den Suaunan Orgenisasi Perangkat 
Oaerah Kabupaten Sintang (Lemberan Oaerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 7). 

2. 

otlGt,3 



• 

a. Asisten ... 

f n si koordinasi Asisten Sekretaris Daerab 
{I) Pembidangan Kewenangan dan 

Ou 
J Sekretarial daerah Kabupaten Sintang 

Kabupaten Sintang di Lmgku ga 
adalah scbagai bcrikut : 

BAB Ill 

PEMBIDANG KOORDINASI TUGAS 

Pasal 3 

(2) Pcngkoordinasian yang dilakukan Asisten Sckretaris Daerah eebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup keordinasi pcrumusan kebijakan 
umum, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi 
dalam monitoring pelaksanaan basil pelaksanaan program dan kcgiatan 
satuan kerja perangkat daerah. 

(3) Pelaksanaan Koordinasi sebagllimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pcrtemuan, konsultasi dan 
dialog/diskusi, dan sofwarc koordinasi. 

(4) Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagllimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan sesuai kebutuhan. 

(5) Ra t/ rtemuan sebagairnana dimaksud pads ayat (3) dilakukan 
sei:ra~urangnya sckali setiap bulan. 

{I) Asisten Sckrctaris Daerah mcmbantu Sekretaris Oaerah dalam 
perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah eesuai 
pembidangan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah. 

Pasal 2 

POLA KOORDINASI 

BAB II 

s. Sekretans Daerah adalah S k 
6. Asisten adalah Asssten Sek~/etans Daerah Kabupaten Sintang. 
7. Perangkat Daerah adalah taJis Daerah Kabupaten Sintang. 

Rakyat Daerah dalam unsu- pembantu bupati dan Dewan Perwakilan 
menjadi kewenangan Daer:n:e~engga_raan Urusan Pemerintahan yang 

S. Kepala Dinas adalah Ke a. upat~n; 
Sintang. Pala Dmas do hngkungan Pemerintah Kabupaten 

9. Kepala Badan adalah KepaJa .. Sintang. Badan di bngkungan Pemerintah Kabupaten 
10. Camat adalah Camat di Lingku 
JI. Kepala Bagian adalah Ke ngan. Pemerfotah Kabupaten Sintang. 

Kabupaten Sintang. pala Bagian di hngkungan Sekretariat Daerah 
12. Pembidangan adalah pc 1 bidang urusan pc . nge ompokan berdasarkan perumpunan bidang· 

meliputi urusan ':':lbermd tahan yang menjadi kewenangan Daerah yang 
wa.i, an urusan pilihan. 



. . 

3) 

2) 

Asisten Administ:rasi um.u~ koordinasi terhadap : 
I) Bagian Umum, terdiri dan: . . . . 

(a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpman dan Kepegawaian, 
[b] Sub Bagian Pcrlengkapan; dan 
(c) Sub Bagian Rumah Tangga. 

Bagian organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari: 
(a) Sub aagian Kelembagaan; s b Ba"""" Ketatalaksanaan; dan (b) u o.:-· Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Atur. 
(c) Sub Bagtan 

Bagian ProgrllID dan Keuangan, terdiri dari: 
(a) Sub Bagian Program; dan 
(bl Sub Bagian Keuangan. (2) Pembidangan ... 

c. 

4) 

21 Bagian Kescjahteraan Rakyat, terdiri dari: 
(al Sub Bagian Agarna; 
(b) Sub Bagian Pendidikan dan Kesebatan; dan 
(c) Sub Bagian Kesejahtcraan Masyarakat. 

31 Bagian Pernbangunan Oaerah Tcrtinggal, Energi dan Sumber Daya 
Alam, tcrdiri dari: 
(a) Sub Bagian Pernbangunan Oacrah Tcrtinggal; dan 
(bl Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Alam 

Bagian Pengadaan, terdiri dari: 
(a) Sub Bagian Pela)csana8.11 Pengadaan; . 
(b) Sub Bagian PenycleS81an Sengketa Lelang dan Evaluasi; 

a. Asisten Pemerintahan melak k 
l) Bagian Tata Peme . .tah u an koordinasi terhadap : 

. nn an, terdiri dari: 
(a) Sub Bagian Pemerintahan U . d 
(~) Sub B~an P~ngembangan ~~:;mi a~aerah. 
( ) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan. 

21 ra~~b~kum pdan Hak Asasi Manusia terdiri dari: 
gian erundang·undangan· 

(bl Sub Ba~an Bantuan Hukum dan 'ttak Asasi Manusia; dan 
(c) Sub Bag,an Dokumentasi dan Publikasi Hukum. 

3) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari: 
(a) Sub Bagian Humes, Pcliputan dan Pemberitaan; dan 
(b) Sub Bagian Protokol; dan 
(c) Sub Bagian Penghubung; 

41 Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, terdiri dari: 
(a) Sub Bagian Pengelolaan lnfrastruklur Perbatasan; 
(b) Sub Bagian Pengelolaan Potensi Perbatasan; dan 
(c) Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara dan Kcrjasama; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mclakukan koordinasi 
terhadap: 
1) Bagian Perekonomian dan Pernbangunan, terdiri dari: 

(a) Sub Bagian Adrninistrasi Perekonomian; dan 
(bl Sub Bagian Administrasi Pernbangunan. 



c. Asisten ... 

(3) Pembidangan fungsi koordina . d 
kegiatan pcnyel~ggaraan tu 81 alam mcmbantu Sekretaris Da.crah dalam 
(SKI'D) di Lingkungan Pcm ga:J.ugas Satuan Kcrja Perangkat Oaerah 
Perangkat Dacrah dan in cnn_ ~abup~ten Sintang dengan lmgkup 
a. Asisten Pemerintaha~~si vcftika! ~tnnya scbagai berikut : 

1) Dinaa Kcpcndud ~~OOrdimr SKPD dan lnstansi Vcrtikal: 
2) Dinas Pembcrd u an Pencatatan Sipil; 
3) Satuan Pol' . payaan Mas!arakat dan Pemcrintahan Desa; 
4 • 1s1 among Praja; 

I Kan tor Kcaatuan Bangsa dan Politik- 
S) Carnat se-Kabupaten Sintang· ' 
61 ~re~ ~ 21 / ABW Sintang; ' 
7) K~hs1an RC$0rt Sintang; 
SJ KCjakaaan Negeri Sintang: 
9) Batalyo_n 642 Kapuas Sintang; 

IOJ Pengadilan Ncgeri Sintang; 
111 Sadan Penanahan Nasional Sintang· 
12) Kantor Statistlk Sintang; ' 
13) Pens,adllan Agama Sintang: 
14) BaJai Pemasyarakatan Sintang; 
15) Lembaga Pennaayarakatan Sintang: 
16) Komisi Pemitihan Umum Slntang; 
17) RRI Cabeng Pratama Sintang; 
18) 'IVRI Stasiun Smtang; dan 
19) Panitia Pengawas Pcmilu Kabupaten Sintang. 

b. Asistcn pcrekonomian dan Pcmbangunan, mcngoordinlr SJ.:PD dan 
instansi Vcrtikal : 

I) Sadan Percncanaan Pcmbangunan Oacrah Kabupatcn Sintang; 
2) Sadan Ling)<ungan Hidup Kabupaten S\ntang; 
3) Oinaa Kcluarga Bcrencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

PcTUndungan Anak Kabupaten Sintang; 
4) D\nas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupatcn Sintang; 
SJ Dina• aosial Kabupatcn Sintang: 
6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatcn Sintang; 
7) Dinas Pcrtanian dan Pekebunan Kabupatcn Sintang; 
8) Oinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang; 
9) Dinas Penataan Ruang dan Pcrtanahan Kabupatcn Sintang; 

10) Oinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pcmukiman Kabuptcn 
Sin tang; 

11) Oinas PcThubungan Kabupatcn Sintang; 
12) Oinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kccil dan 

Mcncngah Kabupatcn Sintang; 
13) Oinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupatcn Sintang; 
14) Sadan Pcnanggulangan Bcncana Kabupatcn Sintang 
15) POAM Kabupaten Sintang; . 
16) Kantor Kcmcnetcrian Ag~a Kabupatcn Sintan~ 
17) Sadan Pcnyclcnggara Janunan SosiaJ Cabang Sintang; 
18) Bandara Susilo Sintang; 
191 PT (Persero) PLN Wilayah II_ Sintang; 
201 Kantor Stasiun Metcorologi Sintang; 
21) Depot Per1a1Dina Cabang S~tang;. 
221 Perum Pegadaiafl Cabang Sintang, dan 
231 Lembe.gll Kcuangan (Perbankan/Non Perbankan]: 



, 

{31 ,\sas::cn .. 

( 1) Asisten Setaeuuis Oaerab da}aJn pelaksanaan rungs, koofdu:,aSl da:l 
hasil pel.a)csana&'1 kOOJ"(bna.Si me)aporkall ~ berlala ata!l ,r.i2;> 
bulan kcpada 5e1=uuis Oaerah- 

(2) Asistcn 5etaeuuis oaerab daJaJn pe)aksall83J' koordinU' acbegv::i2na 
dirnaksud pada ayat ( 11 d,duJ..-un& denpD sar=a dan fasi!r.as lt'r":a 
alok.asi dana yang dianCPT\c.atl accara tci,nsah melal'..!.l Sap:, um= 

Sckret.ariat Daerah- 

Pasal 5 

(3) SctiaP a.khir tahun. AslSteD 5c1=tans ~ meJ.aku)uLn ~ 
dan fasilitaSi penyusunan Japoran pada SKPD yang benlda di be1l"Cl 

koordinasinya. 

(2) Sctiap bulan As>SW\ SclaetanS [)aerah melakukan koCX'l:!ma.si t.!!!':...k 
mengcvaJuasi reaJisaSI fisik dan keuangan pad& SKPD )-&."lg bc:ada e, 
bawah koordinasin}-a. 

(1) Sctiap bulan atau eesua.i kcbuNhan, Asaien Sclaea."'1S ~ 
mclakulcan koordinasi perumusan keb1Ja.kan dcnpn Sl:J>D ,-an, benda 
di bawah koordlnasinya. · 

MEKAN!SME KERJA 

Pual4 

BABIV 

c. Asistcn Administr . Vcrtikal: as, Umum. mcngoordml!' SKPO _. __ I 

1 I I 

...,, natan1> 

nspektorat K.ab 2) Badan Keoe upatcn S,mang Ka pegawaian dan p ' bu paten Sin tang. engembangan Sumbcr Daya ).~anus.a. 

3) Badan Pengelola Pc d 4) Sadan Pengclola K n apatan Daerah Kabupau,n Sll'ltang 
51 Dinas Pcndidikan ~ui dan Axt~ K.abupatcn s"':ang 
6) Dinas Kcachatan K.aa;; cbudayaan Kabupaten Smtang. 
7) Dinas Pcnan upatco Smtang; aman Modal dan P 1a Kabupatcn Sintang· e )&nan Ter;,adu Satu Pintu 

8) Dinas Pcrpus~ d , . 
9) Oinas Komunikasi dan an fc&rslpan i:-abupatcn Sm tan&, 

10) RSUO Ade Mochamad;; OrmAW<* i-abupatcn Sunan&, 
11) Unit Pelavanan Pend oen Smtang. 12) Kantor Pela. apatan Daerah i-&bupatcn Smtang. 
13) ' yanan Pcrbendaharaan N- ...... S Kantor Pclayanan Pajak Pr 5. •,r-:- mt.an&, 
14) Lembap Pc d di awna mtangc 
15) PT. Pcracro ~E~K~ ~~ru~ Tmggi ch 1'.abupattn sur..ang. 

16) PT. Pereero POS Cabang Sm~~~g: 
17) PT. Persero AnsuranSl J,waaraya Caban& Smtan&, dan 
18) PT. Persero Ansurans, Bwru Putra Pcrv,alal&n Smt.anJ 



• 

• 

b. Asisten Perekonom.ian dan Pembangunan berkewajiban (Asiaten U) 
berkewajiben : . . . 
J J Menelaah berbagai persoalan yang tidak dapat d1seleaaikan pada saat 

koordinasi dengan unit kel)8 t.erkait dengan mengajukan saran serta 
pertimbangan berikut .aJtematif. pemecahannya untuk dit.eruakan kepada 
Bupati Sintang melalui sekretans Daerah_. 

2J Mendata clan meoghimpun berbagru perma.salahan aktual yang 
berkembang dan yang berkaitan de~gan tugas As,sten Perekonom,an dan 
Pembangunan untuk kemudian d,sampaikan kepada Bupati Smtang 
melalui Sekrer.aris Daerah. 

As, Ad • · • Umum b,!rkewajiban (Asisten 111) berkewajiba.o : 
e, teten rrurustrasr . noa)ao yang tidak dapat diselesaikan pada saat 

1) menelaah ber~ pe. . l kait dengan men...,;uJcan saran sena koordi . d g.an umt kerja er • .,..., 
. mas, enberikut aJtematif pemecahannya untuk diteruakan kepada 

pertimbangan · · Daerah 
Bu))*ti Sintang me)alui eekretan• ' 2) mendata ... 

Kewaj(ban Asisten Sekretaria Daerah Kabupaten Sintang mencakup bidang 
pemenntaha.n, pembangunan kemasyarakatan dan pelayanan publilc, meliputi; 
a. Asisten Pemerintahan (Asisten I) berkewajiban; 

1) menelaah berbagaJ penlOalan yang tidak dapat diselesaikan pada saat 
koordinasi dengan unit kl!rja terkait dengan mengajuka.n saran aerta 
pertimbangan berikut altematif pemecahannya untuk diteruskan kl!pada 
Bupati Sintang melalui Sekretaria Daerah. 

2J Mendata dan menghimpun berbagai pennasalahan aktual yang 
berkembang dan yang berkaitan dengan tugas Asisten Pemerintahan 
untuk kemudian d1sampaika.n kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paaal 8 

BABIV 

KEWAJIBAN 

Paaal 7 

Setiap akhir tahun anggaran, Aaisten Sekretaris Daerah menyampaikan 
laporan tertulia haail pelakaanaan fungsi koordinaai kepada Sekretaria 
Daerah. 

(2) Setiap pelaksanaan . . 
dikoordin ikan ~~ dan keg,atan SKPD terlebih dahulu 
koordina ~ melalut ASJslen Sekretaria Daerah sesuai ruang lingkup 

8'. 

PasaJ 6 
(I) Setiap penandatan . 

koordinasi secara t!':;'::1 naakah dinas dari SKPD dilAkukan paraf 
ruang lingkup koordinasfang melalut Asiaten Sekretaris Daerah seauai 

(3) Asisten Sekretaris Daerah daJ 
mendapat dukungan admi .am ~~ .!\Jg.as pokok dan fungsi, 
berada di bawah koord1n' . rustrasi dari masmg-masing SKPD yang asmya. 

GtJG!,8 
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YOSEPHA HASNAH 

TEN SJNTANG TAHUN 2017 NOMOR 35 
BERITA DAERAH KABUPA 

SEKRETARIS DAERAfl, 

Diunda.ngkan di Sintang 
pada tanggal 25 April 2017 

JAR01 WINARNO 

TI'D 

BUPATI SINTANG. 

Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang meogetahuinya. memerintahkan Pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan dr Sintang 
pada tanggal 25 April 2017 

Pasal 10 

BAB VI 
KETENTUANPENUTUP 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang ada mengatur hal sama 
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. 

PasaJ 9 

BABY 

KE1'ENTUAN PERAUHAN 

2) mbeenkdeatabandand menghimpun berbagai permasalahan aktual yang 
r m g an yang be kai d ' 

Umum untuk k - dian ~ tan. engan tugas Asisten Adminisuasi 
Sekretaris D rahemu disampaikan kepada Bupati Sintang melalui ae . 

 


